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ABSTRAK 
 

Annita Pristiani Rahayu. 201710115194. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 
BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP HEWAN 

 
Salah satu kebudayaan dan adat istiadat yang menjadi perhatian dunia adalah Pasar 
Ekstrim Beriman di Tomohon yang menjadi destinasi mencekam bagi setiap orang 
yang memiliki kecintaan terhadap hewan, Adapun daerah lain yang mengkonsumsi 
anjing dan kucing adalah Medan dan Solo. Kekejaman terhadap hewan atau 
penganiayaan hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia 
terhadap hewan untuk tujuan selain perlindungan diri atau itu bisa berarti kekerasan 
yang dilakukan demi keuntungan sendiri, misalnya membunuh hewan untuk makanan 
atau demi mendapatkan bulunya. Maka diperlukannya Undang-undang yang kuat 
untuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dan penyiksaan hewan serta 
diperlukan pula sinkronisasi hukum yang tepat untuk penegakkan peraturan disetiap 
daerah bersamaan dengan hukum positif. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk pertanggunjawaban pidana 
terhadap pelaku penganiayaan dan penjualan hewan yang dilindungi atau yang tidak 
dan belum dilindungi oleh hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode 
yuridis normatif, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan cara 
kualitatif dengan metode penelitian antara lain menggunakan studi kepustakaan 
tentang kasus yang terjadi. 

Pertanggungjawaban pidana terhadap hewan berupa sanksi pidana Pasal 302 KUHP 
dan Sanksi administrasi Pasal 85 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang 
peternakan dan Kesehatan hewan. Perlindungan hukum terhadap penganiayaan 
hewan berupa perlindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. 
Pemerintah dan masyarakat harus mulai sadar akan hukum tentang perlindungan 
terhadap hewan. 

 

Kunci: Kesadaran Hukum, Perlindungan Hukum secara Preventif dan Represif, 
Pertanggungjawaban Pidana.  
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ABSTRACT 

Annita Pristiani Rahayu. 201710115194. Criminal Liability For Personnel Of 
Violence Against Animals 

 

One of the cultures and customs that has caught the world's attention is the Extreme 
Faith Market in Tomohon, which is a gripping destination for everyone who has a 
love for animals. Other areas that consume dogs and cats are Medan and Solo. 
Animal cruelty or animal abuse is suffering or violence that humans do to animals for 
purposes other than self-protection or it can mean violence that is carried out for 
their own benefit, for example killing animals for food or to get their fur. Therefore, a 
strong law is needed for criminal accountability for perpetrators of violence and 
animal torture and also required proper legal synchronization for enforcing 
regulations in each region along with positive law. 

The purpose of this study is to determine the form of criminal liability for 
perpetrators of abuse and sale of protected animals or those that are not and have 
not been protected by law. The type of research used is the normative juridical 
method, with primary, secondary and tertiary legal materials, in a qualitative way 
with research methods, among others, using a literature study about the cases that 
occurred. 

Criminal liability for animals is in the form of criminal sanctions Article 302 of the 
Criminal Code and administrative sanctions of Article 85 paragraph 2 of Law 
Number 18 of 2009 as amended to Law Number 41 of 2014 concerning animal 
husbandry and health. Legal protection against animal abuse is in the form of 
preventive legal protection and repressive legal protection. The government and the 
public must become aware of the law regarding the protection of animals. 

 

Key: Criminal Liability, Legal Awareness, Preventive and Repressive Legal 
Protection. 
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Moto 

“The Greatness of Nation and It’s Moral Progress can be Judged by 

the way it’s animals are treated “ 

“Kebesaran Suatu Bangsa dan kemajuan moralnya dapat dinilai dari 

cara hewan – hewannya diperlakukam “ 

~Mahatma Gandh
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